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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di 

atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data tahun 2021, proses rehabilitasi narkotika di 

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berjalan dengan 

baik dan efektif. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian 

dengan angka penyalahguna yang mengalami relapse sebanyak 

6 orang, penyalahguna yang tidak selesai rehabilitasi atau drop 

out sebanyak 65 orang sedangkan penyalahguna yang selesai 

menjalani rehabilitasi sebanyak 83 orang dan 43 orang yang 

tidak mengalami relapse. 

2. Adapun upaya yang dilakukan BNNP DIY untuk mengatasi 

kendala rehabilitasi yaitu melakukan program penyuluhan dan 

sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat tidak memiliki 

pandangan yang salah, bahwa penyalahguna narkotika bukan 

merupakan aib tetapi penyakit ketergantungan yang harus 

dipulihkan, sehingga jika ada penyalahguna narkotika yang 

mengalami penyakit ketergantungan harus berani melaporkan 

diri dan memiliki kesadaran untuk menjalani rehabilitasi. 

Upaya lain yang dilakukan BNNP DIY untuk mengatasi 
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penyalahguna yang melakukan drop out adalah membangun 

pemahaman penyalahguna dengan cara membuat treatment 

atau terapi layanan motivasional interviuewing dan membantu 

mengubah perilaku serta pola pikir penyalahguna agar 

memiliki kesadaran untuk sembuh. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang 

dapat penulis sampaikan untuk efektivitas hukum rehabilitasi 

terhaadap penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut :  

1. Badan Narkotika Nasional dapat melakukan penyuluhan dan 

sosialisai secara berkala dengan strategi yang menarik 

menggunakan kemajuan teknologi agar masyarakat mempu 

dan mau memahami inti rehabilitasi tersebut, karena di 

perkembangan zaman saat ini mengakibatkan masyarakat 

cenderung tidak tertarik pada sosialisasi yang dilakukan pada 

umumnya. 

2. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan internal 

mengenai mekanisme rehabilitasi ini agar penyalahguna yang 

menjalani rehabilitasi dapat disiplin dan mengikuti proses 

rehabilitasi untuk mencapai pemulihan. 
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